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BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 423 SERI : A 
 

 
PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 25 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS  
TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NIAS, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Menyampaikan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, maka dipandang perlu membentuk Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias 
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias 
Tahun Anggaran 2024; 

 
 
Mengingat   : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6864); 
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6948); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana 
telah diiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
450); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

24. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 
188.44/470/KPTS/2025 tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2024 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 
2023 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Nias Nomor 61); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 64); 

 

Memperhatikan :  Surat Gubernur Sumatera Utara tentang Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Nias tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024; 
 

    
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

   
 
 

Pasal 1 
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri dari : 
(1) Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah.............................. Rp. 127.055.904.560.,58 
b. Pendapatan Transfer................................... Rp. 888.378.596.955,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah .....  Rp. 8.080.828.381,00 
  Jumlah Pendapatan ............................. Rp. 1.023.515.329.896,58 

(2) Belanja 
a. Belanja Operasi : 

1. Belanja Pegawai.................................... Rp. 354.949.034.904,00 
2. Belanja Barang dan Jasa   .................. Rp. 273.233.927.328,37 
3. Belanja Bunga...................................... Rp. -,00 
4. Belanja Subsidi.................................... Rp. -,00 
5. Belanja Hibah .................................... Rp. 38.964.304.500,00 
6. Belanja Bantuan Sosial ......................  Rp. -,00 
  Rp. 667.147.266.732,37 
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b. Belanja Modal : 

1. Belanja Tanah...................................... Rp. -,00 
2. Belanja Peralatan Mesin...................... Rp. 33.209.038.769,00 
3. Belanja Gedung dan Bangunan........... Rp. 82.884.946.834,05 
4. Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan  ..... Rp. 109.173.702.753,00 
5. Belanja Aset Tetap Lainnya ................. Rp. 4.525.296.750,00 
6. Belanja Aset Lainnya........................... Rp. -,00 
   Rp. 229.792.985.106,05 

c. Belanja Tidak Terduga .............................. Rp. 2.221.876.650,00 
 
d. Transfer : 

1. Belanja Bagi Hasil, Pendapatan........... Rp. 1.194.485.772,00 
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa   Rp. 198.984.931.468,00 

   Rp. 200.179.417.240,00 
  

  Jumlah Belanja.................................. Rp. 1.099.341.545.728,42 
  Surplus/defisit .................................. Rp. (75.826.215.831,84) 

 
(3) Pembiayaan : 

a. Penerimaan Daerah..................................... Rp. 123.483.400.186,86 
b. Pengeluaran Daerah.................................... Rp. 0,00 
  Jumlah Pembiayaan Neto............... Rp. 123.483.400.186,86 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan .................................................. Rp. 47.657.184.355,02 
 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran dalam Pasal 1 sebagaimana  tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 
 
 
 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal  17 September 2025 

BUPATI NIAS, 

ttd        

YAATULO GULO 
 
 
 
 
Diundangkan di Gido 
pada tanggal   17 September 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 
 
 
SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 

 
 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025  NOMOR : 423  SERI : A 

 


